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Pada awalnya, ide membuat skripsi ini muncul dari pengalaman teman-teman yang pasca
tsunami di Nangroe Aceh Darussalam melakukan kerja-kerja perlindungan anak dari ancaman-
ancaman tindak kekerasan dan eksploitasi. Banyaknya anak yang menjadi yatim piatu karena
kehilangan orang tua pada saat kejadian hebat itu, kemudian menimbulkan persoalan yang
beragam. Isu adanya anak yang diperdagangkan dan dipekerjakan, penelantaran anak, perwalian
terhadap hak pengasuhan dan status harta peninggalan orang tua sangat merebak. Sehingga
memancing respon banyak pihak untuk melakukan upaya-upaya preventif dan penyelesaian
terhadap permasalahan tersebut.
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Fokus pada skripsi ini, lebih menekankan tentang aspek perlindungan anak dalam hal
perwalian terhadap hak pengasuhan dan status harta peninggalan orang tua. Negara berupaya
untuk memberikan perlindungan lewat regulasi yang mengakomodir persoalan perwalian anak
tersebut, akan tetapi dirasa tidak cukup hanya sekedar itu. Bagaimana peranan institusi juga
mampu merealisasi proses perwalian lewat mekanisme yang berprespektif terhadap kepentingan-
kepentingan yang terbaik untuk anak. Dilemanya adalah masyarakat lebih sering menyelesaikan
persoalan perwalian pada tingkatan gampong. Apakah itu mengartikan bahwa masyarakat belum
memahami tentang proses perwalian melalui system hokum formal atau ada ketidakpercayaan
masyarakat terhadap institusi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penanganan masalah
perwalian. Yang menjadi catatan penting dalam skripsi int adalah lebih melihat bahwa status
yatim piatu tidaklah menghilangkan hak-hak sipil mereka sebagai anak, khususnya hak
kepemilikan terhadap harta peninggalan orang tua.

Semoga skripsi yang sangat sederhana ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu
pengetahuan, terutama berkaitan dengan upaya perlindungan anak dalam aspek perwalian
pengasuhan dan status kepemilikan harta peninggalan orang tua. Semoga juga karya yang
sederhana ini menjadi awal produktivitas pribadi saya di masa-masa mendatang agar lebih
dewasa dalam bersikap, termasuk kewajiban berbakti kepada agama, bangsa, Negara serta

keluarga saya tercinta, amin. Vivat Academia, Vivat Professores! (Hidup llmu Pengetahuan,

Hidup para Guru!).
Wassallam,
Fatwa Fadillah
03.840.0012
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formal, tetapi fatwa sangat berpengaruh. Persoalan perwalian juga diatur dalam hukum adat,
namun perlu dicatat bahwa seringkali hanya terdapat sedikit perbedaan antara hukum formal dan
hukum adat, karena kedua-duanya didasarkan pada prinsip-prinsip Islam.

Dalam BAB [ (Ketentuan Umum) Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun
2002 menyebutkan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi.

Adapun judul dari skripsi yang telah penulis pilih sebagai topic pembahasan adalah :
TINJAUAN MASALAH PERWALIAN SEBAGAI IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN
BAGI ANAK KORBAN BENCANA TSUNAMI DI ACEH. Dalam hal ini penulis akan
menguraikan tentang Perlindungan Anak dan hak-hak anak khususnya tentang hak dalam
mendapatkan perwalian. Karena masalah ini sedang terjadi di Aceh, dimana banyak anak yang
telah ditinggal oleh orang tua mereka karena menjadi korban tragedy tsunami dan konflik di
Aceh. Sehingga harta peninggalan orang tua mereka yang seharusnya menjadi hak mereka,

menjadi kabur dikarenakan status anak yang belum cakap dalam berproses secara hukum.

B. Alasan Pemilihan Judul
Masalah anak pasca bencana tsunami di Aceh sangat kompleks. Khususnya pada aspek
kesejahteraan pendidikan, kesehatan, social dan perlindungan khusus. Beberapa alasan penulis

terhadap pemilihan judul ini, antara lain:
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BAB'I PENDAHULUAN

Merupakan bentuk pendahuluan/pengantar dari pembahasan selanjutnya, yang
terlebih dahulu mengetengahkan seluruh isi dari skripsi ini, yang terdiri dari 7 (tujuh) sub
bab, yaitu : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan,

Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB 11 TINJAUAN UMUM TERHADAP SISTEM HUKUM PERWALIAN
Tinjauan umum terhadap sistem hukum perwalian anak merupakan pemahaman
secara umum tentang instrumen-instrumen hukum pada tingkatan Internasional maupun
Nasional. Antara lain lebih melihat kebijakan tentang proses perwalian anak yang bersifat
khusus yaitu berkaitan dengan pengasuhan, pemeliharaan harta dan pertanggung jawaban
atas tumbuh kembang bagi anak-anak korban bencana gempa bumi dan tsunami di

Propinsi NAD.

BAB III PERANAN  INSTITUSI DAN LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT DALAM PROSES PERWALIAN ANAK DI NAD.

Pada bab ini akan lebih dibahas tentang upaya-upaya yang telah dilakukan serta
kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan perlindungan yang khusus
terhadap anak-anak korban tsunami terkait dengan masalah perwalian di Nanggroe Acch
Darusalam. Dalam bab ini juga akan lebih membahas tentang sejauh apa peran dari
[Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam keikutsertaannya memberikan penanganan
terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus terkait dengan perwalian di

Aceh.
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BAB 1V IMPLEMENTASI PERWALIAN ANAK KORBAN GEMPA BUMI DAN
TSUNAMI DI ACEH

Pada bab ini akan dibahas tentang pelaksanaan perwalian anak di Aceh. Mulai
dari proses melalui jalur formal, proses yang dilakukan melalui kesepakatan adat di Aceh,
karena pada beberapa kasus yang ditemukan, penyelesaian untuk mendapatkan wali bagi
anak yatim piatu melalui penyelesaian adat. Sampai kepada proses penyelesaian sengketa
perwalian yang juga kerap terjadi, dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan yang

tidak berprespektif terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

BABV KESIMPULAN DAN SARAN

Adalah merupakan bagian akhir dan penutup dari skripsi ini, sebagai bab penutup
yang juga merupakan pemberian kesimpulan dan saran dari penulis skripsi ini, dimana
penulis akan menarik suatu kesimpulan berdasarkan dari uraian-uraian pada bab-bab
sebelumnya. Sedangkan pada bagian saran akan disampaikan kekurangan-kekurangan
yang ditemukan oleh panulis pada saat penelitian kepustakaan guna melengkapi skripsi
ini, dan penulis akan memberikan saran-saran dengan harapan untuk meningkatkan
pemahaman kita tentang betapa pentingnya melakukan upaya perlindungan terhadap

anak.
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4 BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP SISTEM HUKUM PERWALIAN

A. Konvensi Hak Anak (Convention On The Right Of The Child)

Konvensi Hak Anak mendefenisikan anak adalah “Setiap orang yang berusia
dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak
ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”. Pasal 1 Konvensi Hak Anak yang
diratifikasi dengan Keppres No. 36 tahun 1990 secara umum mendefenisikan anak
sebagai “manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun”. Namun pasal tersebut juga
mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia
kedewasaan di dalam perundang-undangan nasional dari tiap negara peserta.

Konvensi Hak Anak (KHA) adalah merupakan perjanjian (traktat) di antara
beberapa Negara yang mengikat secara hukum dan politik yang mengatur hal-hal yang
berhubungan dengan hak-hak Anak. Sehingga Konvensi Hak Anak ini juga disebut
Hukum Internasional (Instrumen Internasional).

Pada tahun 1924 Konvensi ini masih dalam bentuk pernyataan yang disahkan oleh
Liga Bangsa-Bangsa (LLBB) namanya pada saat itu. Kemudian pada tahun 1959
penyataan tersebut di umumkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa yang kemudian
disahkan menjadi konvensi pada tahun 1989. Konvensi ini mulai sebagai hukum
internasional pada tahun 1990.

Berbeda dengan deklarasi dan ratifikasi, deklarasi adalah merupakan suatu
pernyataan umum mengenai prinsip-prinsip yang bisa diterima bersama dan tidak

mengikat secara yuridis atau politis, deklarasi hanya mengikat secara moral. Sedangkan
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I;asal 35:

1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka
harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai herta peninggalan atau
lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

2) Balai harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.

3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus
mendapat penetapan pengadilan.

Pasal 36:

1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap
melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai
wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali
melalui penetapan pengadilan.

2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui
penetapan pengadilan.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa perlindungan anak ini bertujuan
untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak

Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia sejahtera.

. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Adapun perlindungan dalam konteks perwalian yang diberikan kepada anak oleh
KUHPerdata adalah sebagai berikut:

Pasal 331:
Dalam setiap perwalian, hanya ada seorang wali, kecuali yang ditentukan dalam
Pasal 351 dan 361.

Pasal 331a. Perwalian mulai berlaku :

1. Bila oleh hakim diankat seorang wali yang hadir, pada saat pengangkatan itu
dilakukan, atau apabila poengangkatan itu dihadirinya, pada waktu
pengangkatan diberitahukan kepadanya;
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!\f

Bila seorang wali diangkat oleh salah satu dari orang tua, dari pengangkatan

itu, karena meninggalnya pihak yang mengangkat, memperoleh kekuatan

untuk berlaku dan pihak yang diangkat menyatakan kesanggupannya untuk
menerima pengangkatannya itu.

3. Bila seorang perempuan bersuami diangkat menjadi wali oleh Hakim oleh
salah seorang dari kedua orang tua, pada saat ia, dengan bantuan atau kuasa
dari suaminya, atau atas kuasa hakim, menyatakan sanggup menerima
pengangkatan itu.

4. Bila suatu perkumpulan, yayasan atau lembaga social, bukan atas permintaan

sendiri atau pernyataan bersedia, diangkat menjadi wali, pada saat

menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu.

Dalam hal termasuk dalam pasal 358, pada saat pengesahan.

6. Bila seorang menjadi wali demi hukum, pada saat terjadinya peristiwa yang

mengakibatkan perwalian itu.

W

Dalam segala hal, bila pemberitahuan tentang pengangkatan wali
ditentukan dalam pasal ini atau pasal-pasal lain, balai harta peninggalan wajib
melaksanakan pemberitahuan ini secepat-cepatnya.

331 b. Bila bagi anak-anak belum dewasa yang ada di bawah perwalian, diangkat
seorang wali lain atau karena hukum orang lain menjadi wali, maka perwalian
yang pertama berakhir pada saat perwalian lain mulai berlaku, kecuali jika hakim
menentukan saat lain.

Perwalian berakhir:

1. Bila anak belum dewasa, setelah berada di bawah perwalian, kembali
kekuasaan orang tua, karena bapak atau ibunya mendapat kekuasaan kembali,
pada saat penetapan sehubungan dengan itu diberitahukan kepada walinya.

2. Bila anak belum dewasa, setelah berada di bawah perwalian, kembali
dibawah kekuasaan orang tua berdasarkan Pasal-pasal 206b atau 323a, pada
saat berlangsungnya perkawinan.

3. Bila anak yang belum dewasa yang lahir diluar perkawinan diakui menurut
Undang-undang, pada saat berlangsungnya perkawinan yang mengakibatkan
sahnya si anak, atau pada saat pemberian surat pengesahan yang diatur dalam
Pasal 274;

4. Bila dalam yang diatur dalam Pasal 453 orang berada dibawah pengampuan
memperoleh kembali kekuasaan orangtuanya, pada saat pengmpuan itu
berakhir.

332. Kecuali apa yang ditentukan dalam Pasal berikut, barang siapa sehubungan
dengan bagian 8 dan 9 dalam bab tidak dikecualikan atau dibebaskan dari
perwalian, wajib menerima perwalian tersebut.

Bila orang yang diangkat menjadi wali menolak atau lalai menjalankan
perwalian itu, balai harta peninggalan sebagai pengganti dan atas tanggung
jawab wali, harus melakukan tindakan-tindakan sementara guna mengurus
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setempat, yang akan mengirimkan berita acara yang dibuatnya kepada
Pengadilan Negeri tersebut pertama.

Keluarga sedarah atau semenda yang harus dipanggil adalah mereka yang
telah dewasa dan bertempat tinggal atau berkediaman di Indonesia.

Semua panggil termaksud dalam pasal ini dilakukan dengan surat tercatat.

334. Setiap kali diperlukan kehadiran para keluarga sedarah atau semenda dari
anak belum dewasa, mereka dapat diwakili oleh seorang kuasa khusus. Surat
kuasa bebas dari bea materai. Yang diberi kuasa boleh bertindak atas nama satu
orang saja.

335. Dalam waktu satu bulan setelah perwalian mulai berjalan atau bila
sepanjang perwalian harta anak belum dewasa sangat bertambah, dalam waktu
satu bulan setelah mendapat teguran dari Balai Harta Peninggalan setiap kali,
kecuali perkumpulan, yayasan dan lembaga social tersebut dalam Pasal 365, atas
kerelaan balai harta peninggalan tersebut dan guna menjamin pengurusan
mereka, wajib menaruh suatu ikatan jaminan, memberikan hipotek atau gadai
atau menambah jaminan yang telah ada.

Hipotek itu harus didaftarkan atas permintaan Balai Harta Peninggalan.

Dalam hal perbedaan pendapat tentang cukup tidaknya jaminan yang
ditaruh antara wali dan Balai Harta Peninggalan, Pengadilan Negeri
memutuskannya atas permintaan pihak yang lebih dulu siap memintanya.

Bila harta anak belum dewasa dianggap kurang, Balai Harta Peninggalan
berwenang untuk membebaskan si wali dari kewajiban tersebut dalam alinea
pertama pasal ini, tetapi sewaktu-waktu boleh menuntut penaruh jaminan
menurut alinea pertama dan ketiga.

336. Bila wali lalai dalam waktu yang ditentukan dalam alinea pertama pasal
yang lalu untuk menaruh salah satu jaminan tersebut di dalamnya, Balai Harta
Peninggalan harus melakukan pendaftaran hipotek atas beban wali tersebut.

Bila si wali berkeberatan karena pendaftaran yang baru itu diambil untuk
jumlah vang yang terlampau besar atau atas barang-barang yang lebih banyak
daripada seperlunya guna menjamin anak belum dewasa, maka persoalan ini
harus diputus oleh Pengadilan Negeri.

337. Baik wali yang telah menanggung pendaftaran semacam itu maupun wali
yang dengan sukarela telah menaruh jaminan, setiap waktu untuk mengakhiri
akibatnya dengan meletakkan jaminan lain atas kerelaan Balai Harta Peninggalan
atau dalam adanya perbedaan pendapat dengan balai harta peninggalan tentang
cukup tidaknya jaminan yang ditawarkan, dengan keputusan Pengadilan Negeri
menurut ketentuan Pasal 335.

Bila soalnya diselesaikan di luar Pengadilan, maka penghapusan hipotek
berlangsung berdasarkan tuntutan Balai Harta Peninggalan; dalam hal
kebalikannya penghapusan itu dilakukan bedasarkan perintah Hakim yang
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Bila karena ini pencabutan jaminan diizinkan, maka jaminan itu harus
diganti dengan penyerahan tanggungan; apabila hal ini tidak bisa dijalankan,
harus dilakukan menurut ketentuan-ketentuan pasal yang lalu.

339. Bila wali itu meninggalkan Indonesia bersama si anak yang belum
dewasa, maka atas permintaan wali tersebut dan setelah mendengar Balai Harta
Peninggalan, tugas pengurusan yang dicabut menurut Pasal 338, oleh Pengadilan
Negeri boleh dikembalikan kepadanya, seluruhnya atau sebagian, dengan
penentuan sebagaimana dianggap periu oleh Pengadilan Negeri bagi kepentingan
anak belum dewasa.

340. Penanggun-penanggung yang diikatkan sedapat-dapatnya bertempat
tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, tanpa mengurangi syarat-syarat
umum yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

341. Bila seorang penanggung meninggalkan Indonesia karena pindah atau
meninggal dunia, maka Pengadilan Negeri atas permintaan Balai Harta
Peninggalan boleh memerintahkan kepada wali, supaya dalam tenggang waktu
yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, ditunjuk penanggung baru yang setelah
penunjukkan diterima, penanggung yang pertama atau ahli warisnya demi hukum
bebas dari ikatan.

Dalam hal si wali tidak mematuhi perintah itu, maka berlakulah ketentuan
Pasal 336 dan 338.

342. Penanggung dan hak gadai berakhir, dan hipotek-hipotek yang didaftarkan
harus dihapuskan, bila tugas pengurusan wali berakhir dan bila pertanggung
jawab pun berakhir dengan member perhitungan, menyerahkan surat-surat dan
membayar uang sisa.

343. Akta untuk penyelenggaraan pendaftaran hipotek dan penghapusan yang
harus dilakukan menurut bagian ini tidak dikenakan biaya dan pajak, kecuali
uang upah bagi penyimpan hipotek yang masuk ke tanggungan anak yang belum
dewasa.

344. Segala penetapan Pengadilan Negeri tersebut dalam bagian ini diambil
atas surat permintaan, setelah mendengar pertimbangan Kejaksaan, tanpa adanya
bentuk acara dan tidak dapat dimintakan banding.

D. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 50:
1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang
tua, berada di bawah kekuasaan wali.
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2.” Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta
bendanya.

Pasal 51:

1. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang
tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan
2 (dua) orang saksi.

2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain
yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

3. Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya
sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.

4. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah
kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua
perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

5. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah
perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau
kelalaiannya.

Pasal 52:

Terhadap wali juga Pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53:

1. Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam
Pasal 49 Undang-undang ini.

2. Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54:

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harus benda anak yang dibawah
kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan
Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian
tersebut.
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E. Berdasarkan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum
Islam

Pasal 107

1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau
belum pernah melangsungkan perkawinan.

2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.

3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya,
maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk
bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.

4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain
yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau
badan hukum.

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk
melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia
meninggal dunia.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum
dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali
tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah
gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada
di bawah perwaliannya.

Pasal 110

1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah
perwaliannya dengan sebaik-baiknya berkewajiban memberikan bimbingan
agama, pendidikan dan ketrampilan lainnya untuk masa depan orang yang
berada di bawah perwaliannya.

2) Wai dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang
berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut
menguntungkan bagi orang yang berada dibawah perwaliannya atau
merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
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3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah
perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan
atau kelalaiannya.

4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4)
Undang-undang No. 1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3)
harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.

Pasal 111

1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah
perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau
telah kawin.

2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang
mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah
perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya,
sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma’ruf
kalau wali itu fakir.

F. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal

Pasal 39

(1) Dalam hal orang tua anak atau wali nasab telah meninggal atau tidak cakap
melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau
keberadaannya maka Baitul Mal dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang
bersangkutan.

(2) Wali sebagaimana dimaksud ayat (1) mengasuh dan mengelola harta kekayaan
anak sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh
Mahkamah Syar’iyah.

Pasal 40

(1) Orang yang tidak cakap bertindak menurut hukum yang orang tuanya atau
wali nasab telah meninggal atau tidak cakap bertindak menurut hukum, maka
yang bersangkutan dan harta kekayaannya dapat diurus oleh Baitul Mal
sebagai wali pengampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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“ (2) Dalam hal tidak ada orang yang menjadi wali pengampu maka Baitul Mal
sebagai wali pengawas mengajukan permohonan penetapan sebagai wali
pengampu kepada Mahkamah Syar’iyah.

Pasal 41

(1) Dalam hal telah dilakukan penetapan wali sebagaimana dimaksud dalam pasal
39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (2) Baitul Mal menjadi Wali Pengawas.

(2) Dalam hal wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjalankan tugas

sebagaimana mestinya, Baitul Mal sebagai Wali Pengawas dapat mengajukan
permohonan sebagai wali pengganti.

(3) Permohonan penggantian wali sebagimana dimaksud pada ayat (2) diajukan
oleh Baitul Mal kepada Mahkamah Syar’iyah setempat.

Pasal 42

(1) Dalam menjalankan tugasnya sebagai wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (2), Baitul Mal wajib:

a. mengurus anak atau orang yang di bawah pengasuhan/pengampuannya dan
harta bendanya dengan sebaik-baiknya;

b. membuat daftar harta kekayaan anak atau orang sebagaimana dimaksud
pada huruf a yang harta kekayaannya berada dibawah kekuasaannya pada
waktu memulai jabatannya serta mencatat semua perubahan-perubahan; dan

c. bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaiannya.

(2) Untuk membiayai pengelolaan harta kekayaan dan pengasuhan anak atau orang
tidak cakap yang menjadi tanggungjawabnya, Baitul Mal dapat mengambil

biaya dari hasil harta tersebut dalam jumlah wajar yang ditetapkan oleh kepala
Baitul Mal setempat.
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari berbagai permasalahan yang terdapat dalam

tulisan ini adalah :

1.

Tinjauan yuridis terhadap perwalian anak korban gempa bumi dan tsunami di NAD
sebenarnya sudah tercantum dan tercakup dalam beberapa instrument hukum baik
internasional dan nasional. Mulai dari Konvensi Hak Anak (Child right convention) PBB
Tahun 1999, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. | Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,
Qanun Aceh No. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal.

Instrumen-instrumen hukum tersebut lebih rinci mengatur tentang pengangkatan wali,
kewajiban dan tanggung jawab wali untuk mengurus harta benda milik anak di bawah
perwaliannya, sampai kepada pengawasan dan pencabutan kekuasaan serta penggantian
wali.

Sejauh ini peranan institusi pemerintahan berkaitan dengan masalah perwalian sangat
terbatas. Seperti halnya lembaga Baitul Mal yang bisa menjadi wali pengawas dan
mengelola harta kekayaan dari anak yang tidak lagi memiliki wali nasab berdasarkan
ketentuan perundang-undangan dan keputusan dari Mahkamah Syar’iyah. Selan itu ada

lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang focus melakukan perlindungan anak dalam
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